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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap Bank Mandiri yang melakukan penerbitan surat tagihan kartu 
kredit fiktif dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan 
besarnya ganti rugi dalam putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt karena perbuatan 
melawan hukum. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang 
bersifat deskriptif dengan jenis data menggunakan data sekunder yakni 
kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, kemudian data 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan 
hakim pada putusan No.84/Pdt.G/2014/PN.Skt sudah sesuai dengan peraturan dan 
doktrin yang ada, dimana putusan hakim yang memutus Bank Mandiri melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum sudah sesuai, karena terbukti melakukan perbuatan 
melawan hukum dengan mengirimkan surat tagihan kartu kredit kepada Tuan 
Sutrisno, padahal Tuan Sutrisno tidak pernah menerima atau bahkan 
menggunakan kartu kredit yang dikirim oleh Bank Mandiri sehinggga 
menyebabkan ia mengalami kerugian. Hakim dalam memutus besarnya ganti 
kerugian berdasarkan skala usaha dan keadaan status sosial dari Tuan Sutrisno 
sehingga hakim memperkirakan bahwa ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah) adalah ganti rugi yang pantas dan wajar yang dibebankan 
kepada Bank Mandiri untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang 
dialami oleh Tuan Sutrisno akibat penerbitan surat tagihan kartu kredit fiktif. 
 
Kata Kunci: tinjauan yuridis, surat tagihan, kartu kredit fiktif  
 
ABSTRACT  
Purpose of the research is to know the judge's consideration in deciding the 
decision against Bank Mandiri to issue fictitious credit card bill and to know the 
judge's consideration in determining the amount of compensation in decision No. 
84/Pdt.G/2014/PN.Skt for unlawful acts. Research method through normative 
juridical approach which is descriptive with data type using secondary data that is 
literature. Methods of data collection through literature study, then the data were 
analyzed qualitatively. The result of the research shows that judge's judgment on 
the decision of No.84/Pdt.G/2014/PN.Skt is in accordance with the existing rules 
and doctrines, where the verdict of the judge that decided Bank Mandiri to do the 
action against the law is appropriate, by sending credit card bills to Mr. Sutrisno, 
when Mr. Sutrisno never accept or even use a credit card sent by Bank Mandiri so 
he caused the loss. The judge decides the amount of compensation based on the 
business scale and social status of Mr. Sutrisno so that the judge estimates that the 
compensation of Rp 100,000,000.00 (One Hundred Million Rupiah) is the 
reasonable and reasonable remedy charged to Bank Mandiri to compensate the 
material losses and iminanil experienced by Mr. Sutrisno due to the issuance of 
fictitious credit card bills. 
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1. PENDAHULUAN  
Kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan suatu produk yang 
ditawarkan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang banyak 
menawarkan produknya kepada kita adalah bank. Menurut Undang-Undang 
RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.1  
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 
lembaga keuangan yang kegiatannya sebagai berikut: (1) Menghimpun dana 
(funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang bertujuan untuk 
keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan 
memudahkan melakukan transaksi pembayaran, jenis simpanan yang 
ditawarkan bergantung pada bank yang bersangkutan, misalnya simpanan giro 
(demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito 
(time deposit); (2) Menyalurkan dana (lending) Kepada masyarakat, yaitu 
memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana 
bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan 
dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum 
menyalurkan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau 
ditolak permohonan kreditnya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kerugian 
akibat kredit macet; dan (3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti 
pengiriman uang (transfer), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam 
kota (clearing) penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar 
negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank 
notes, traveler cheque, dan jasa-jasa lainnya.2 
                                                          
1Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 




Berkenaan dengan kegiatan bank yang sudah disebutkan di atas salah 
satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan 
pinjaman (kredit). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.3 Salah satu 
produk bank dalam memberikan kredit adalah dengan memberikan kartu 
kredit kepada nasabah. 
Kartu kredit dibuat untuk memudahkan nasabah dalam transaksi 
pembayaran, nasabah tidak perlu membawa uang yang banyak pada saat ingin 
melakukan transaksi, cukup dengan membawa kartu kredit, nasabah bisa 
melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi. Kartu kredit mudah untuk 
diperoleh dan mudah untuk digunakan. Kemudahan yang diberikan oleh 
penerbit kartu kredit kepada nasabahnya membuat penerbit kartu kredit 
menjadi kurang berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit dan menerbitkan 
surat tagihan sehingga penerbit kartu kredit salah menerbitkan kartu kredit dan 
menerbitkan surat tagihan kartu kredit.  
Penerbitan surat tagihan kartu kredit fiktif ini pernah terjadi pada kasus 
antara Tuan Sutrisno melawan PT Bank Mandiri. Pada kasus tersebut Tuan 
Sutrisno mengajukan permohonan kartu kredit kepada PT Bank Mandiri, 
setelah permohonan diproses dan disetujui lalu kartu kredit dikirimkan, tetapi 
kartu kredit tersebut tidak sampai kepada Tuan Sutrisno, Setelah beberapa 
lama, PT Bank Mandiri mengeluarkan surat tagihan pemakaian Kartu Kredit 
yang ditujukan kepada Tuan Sutrisno karena menurut dalih PT Bank Mandiri 
sesuai data yang ada, kartu kredit tersebut telah digunakan oleh Tuan Sutrisno. 
Setelah mengetahui adanya tagihan atas dirinya, Tuan Sutrisno mengajukan 
                                                          
3Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
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keberatan kepada PT Bank Mandiri karena merasa tidak pernah menerima 
apalagi menggunakan kartu kredit dari PT Bank Mandiri, alamat kartu kredit 
tersebut tidak sesuai dengan alamat Tuan Sutrisno.4 Jadi boleh dibilang surat 
tagihan kartu kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri kepada Tuan 
Sutrisno adalah surat tagihan kartu kredit fiktif.  
Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap bank mandiri yang melakukan penerbitan surat 
tagihan kartu kredit fiktif dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menentukan besarnya ganti rugi dalam putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt 
karena perbuatan melawan hukum. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 
Pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan, untuk memperluas 
pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum lembaga keuangan 
pada umumnya. Kedua, secara praktis, (1) dapat dijadikan informasi dan 
masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini 
hanya diperoleh di bangku kuliah saja; (2) dapat dijadikan bahan masukan 
bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah 
yang terkait dengan kartu kredit; dan (3) dapat menjawab segala aduan dan 
keluhan dari dari masyarakat khususnya pihak nasabah yang telah dirugikan 
dalam menggunakan kartu kredit, dengan dasar-dasar hukum yang dibahas. 
 
2. METODE  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan daar untuk diteliti dengan 
cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-
                                                          
4Putusan Pengadilan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt. 
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literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.5 Dalam penelitian 
ini penulis mengambil sumber data dari peraturan perundang-undangan, 
peraturan dan surat edaran bank Indonesia dan putusan pengadilan. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan 
gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang 
kebijakan penerapan peraturan yang ada. Jenis data menggunakan data 
sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.6  
Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mencari, 
mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
dan peraturan Bank Indonesia, Surat edaran Bank Indonesia dan putusan 
pengadilan yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode analisis 
yang digunakan yakni dengan menerapkan metode kualitatif, yaitu penelitian 
yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan 
fenomena yang terjadi.7 Dilakukan dengan cara deduktif yakni merupakan 
cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 
terhadap permasalahn konkret yang dihadapi.8 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan 
Hukum Pada Putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt 
Perkara perdata pada Putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt. disebabkan 
karena adanya surat tagihan (invoice) kartu kredit yang dikeluarkan oleh 
Tergugat PT Bank Mandiri kepada Penggugat yaitu Tuan Sutrisno. Surat 
Invoice (Tunggakan pembayaran kartu kredit) Tersebut diterbitkan pada 
tanggal 6 Maret 2013, Tergugat menerbitkan surat Invoice (tunggakan 
                                                          
5Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Jakarta: Rajawali Press, hal. 13-14. 
6Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hal. 30. 
7Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Rosdakarya, 
hal. 5. 
8Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Malang: 
PT Bayu Media Publishing, hal. 393. 
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pembayaran Kartu Kredit) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang 
ditujukan kepada Penggugat, namun yang alamat yang tertera dalam surat 
invoice itu adalah CV. Mulia Jaya, Jln. Pucang Sawit, RT.03, RW.05, Jebres, 
Surakarta. Sementara Tuan Sutrisno adalah seorang pelaku usaha di bidang 
mebel, dengan nama usaha dagang UD. Anugerah, beralamat di Gondang 
Kulon 148, RT.02, RW.05, Purwosari, Wonogiri. Oleh karena hal itulah 
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta karena 
Penggugat merasa belum menerima dan tidak pernah menggunakan kartu 
kredit tersebut karena bukan alamat Penggugat, akan tetapi Tergugat yaitu PT 
Bank Mandiri tetap mengeluarkan tagihan tunggakan kartu kredit. 
Pada amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang 
memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum yang tertulis pada putusan  
No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt memutus bahwa Tergugat yakni PT Bank Mandiri 
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum disebabkan karena hal di atas. 
Dikarenakan perkara pada putusan yang diteliti berawal dari surat tagihan 
kartu kredit, sebelum membahas tentang pertimbangan hukum hakim, penulis 
akan membahas tentang apa itu kartu kredit. Pada intinya kartu kredit adalah 
alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk dari 
transaksi ekonomi dimana pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih 
dahulu oleh penerbit lalu pemegang kartu berkewajiban melakukan 
pembayaran kepada penerbit sesuai waktu yang disepakati. 
Mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan PT Bank Mandiri 
melakukan perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum 
itu sendiri adalah onrechtmatige daad tidak hanya diartikan sebagai perbuatan 
melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku 
yang diatur oleh undang-undang, tetapi meliputi pula tindakan atau sikap yang 
bertentangan dengan hukum yang tak tertulis, yaitu kesusilaan dan kepatutan/ 
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kepantasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam 
pergaulan masyarakat.9  
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sudah terjadi Perbuatan 
Melawan Hukum atau tidak adalah dengan melihat apakah perbuatan yang 
dilakukan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum atau tidak. Begitu 
pula hakim dalam menyatakan PT Bank Mandiri melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum atau tidak hakim harus mempertimbangkan dari bukti-bukti 
dan fakta-fakta persidangan apakah perbuatan yang dilakukan PT Bank 
Mandiri yaitu dengan menerbitkan surat tagihan kartu kredit kepada Tuan 
Sutrisno memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum atau tidak, uraiannya 
adalah sebagai berikut:  
Pertama, unsur perbuatan melawan hukum yang pertama adalah 
adanya perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat 
positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau 
tidak berbuat.10 Hakim dalam pertimbangannya mencatat ada beberapa 
perbuatan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri terkait dengan kasus ini yaitu 
sesuai bukti T.5, Tergugat menerbitkan surat tagihan pemakaian Kartu Kredit 
sebesar Rp 7.990.500,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu 
Lima Ratus Rupiah), yang ditujukan kepada Penggugat karena menurut PT 
Bank Mandiri sebagai Tergugat kartu kredit tersebut telah digunakan pada 
tanggal 28 Maret 2013. Karena alamat yang tertera pada kartu kredit tersebut 
adalah CV. Mulia Jaya yang beralamat di Jln. Raya Pucang Sawit Nomor. 
205, Jebres, Surakarta, sedangkan alamat Penggugat adalah UD. Anugerah, 
Jln. Gondang Kulon, No.148, Purwosari, Wonogiri, walaupun Penggugat telah 
berupaya melakukan klarifikasi kepada Tergugat melalui surat, namun tidak 
ada tanggapan dari Tergugat, Tergugat tidak segera menanggapi keberatan 
Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak 
                                                          
9J. Satrio, 1993. Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang),Bagian Pertama, 
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 165. 




dibayar/kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia 
mengeluarkan surat sebagai daftar black list terhadap usaha dagang Penggugat 
untuk memperoleh modal. Perbuatan inilah yang menurut hakim merupakan 
perbuatan melawan hukum.  
Kedua, unsur perbuatan melawan hukum yang kedua adalah perbuatan 
tersebut melawan hukum. Kriteria suatu perbuatan tersebut melawan hukum 
ada beberapa perilaku. Dapat disimpulkan ada empat perilaku yang melawan 
hukum yaitu: (1) Yang melanggar hak orang lain; (2) Yang bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pelaku; (3) Yang bertentangan dengan kesusilaan; 
dan (4) Yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan 
kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.11  
Ketiga, unsur perbuatan melawan hukum yang ketiga adalah ada 
kesalahan. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan 
(Schuld) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan dianggap 
ada apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (1) Ada unsur 
kesengajaan, (2) Ada unsur kelalaian, dan (3) Tidak ada alasan pembenar dan 
pemaaf.12 Dalam pertimbangan hakim pada kasus antara Tuan Sutrisno dan PT 
Bank Mandiri terdapat unsur kesengajaan karena PT Bank Mandiri 
memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar/kredit macet ke 
Bank Indonesia, meskipun sudah ada keberatan dari Tuan Sutrisno. Selain itu 
juga ada unsur kelalaian. Yaitu PT Bank Mandiri sebagai Tergugat telah nyata 
lalai dalam upaya melakukan penagihan kartu kredit ke alamat Tuan Sutrisno 
sebagai Penggugat yang mana penggunaan kartu kredit oleh pihak lain yang 
kemudian menjadi tagihan Penggugat dan perbuatan dari PT Bank Mandiri 
tersebut tidak ada alasan pembenar dan pemaaf seperti keadaan memaksa, 
pembelaan terpaksa maupun kesalahan dari pihak ketiga yang menyebabkan 
debitur terhalang untuk memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan 
sesuatu perbuatan yang terlarang baginya.  
                                                          
11Ibid. 
12Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, hal. 267. 
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Keempat, unsur perbuatan melawan hukum yang keempat adalah ada 
kerugian berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, 
maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian 
materiil, yurisprudensi juga mengakui kerugian immaterial yang juga akan 
dinilai dengan uang.13 Pertimbangan hakim telah jelas kerugian dari 
Penggugat yaitu Tuan Sutrisno bahwa sebagaimana yang tertera dalam 
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa akibat perbuatan melawan 
hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dimana mengakibatkan Penggugat 
mengalami kerugian yaitu berupa tidak diperolehnya pinjaman dari pihak bank 
dan lembaga keuangan sehingga Penggugat tidak dapat meningkatkan 
usahanya dan tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Di 
samping itu Tuan sutrisno telah mengeluarkan biaya-biaya untuk biaya 
pengacara mengklarifikasi permasalahan yang dialami Penggugat, dan juga 
sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. 
Kelima, unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya adalah terdapat 
hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk sebab akibat ini 
ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-
kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta 
atau apa yang secara factual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan 
timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan 
kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.14 
Berdasarkan teori faktual sudah jelas hubungan kausal antara perbuatan 
dengan kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri yang 
merugikan Tuan Sutrisno adalah PT Bank Mandiri memberikan informasi data 
yang tidak benar kepada Bank Indonesia sebagai kredit macet oleh Tuan 
Sutrisno tanpa diselidiki terlebih dahulu, sehingga usaha Penggugat dianggap 
menunggak kredit dan dimasukkan daftar black list oleh Bank Indonesia yang 
menyebabkan Tuan Sutrisno telah dirugikan kepentingan secara materiil 
                                                          
13Ibid., hal. 256. 
14Ibid., hal. 257. 
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dikarenakan permohonan fasilitas kredit modal usaha telah ditolak oleh 
beberapa lembaga keuangan. 
3.2 Pertimbangan Hakim terhadap Ganti Kerugian pada Putusan No. 
84/Pdt.G/2014/PN.Skt 
Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur 
oleh undang-undang, maka aturan yang dipakai untuk menentukan ganti 
kerugian menggunakan secara analogis peraturan akibat wanprestasi Pasal 
1243 - Pasal 1252 KUH Perdata.15 Dalam pembuktian di persidangan, kreditur 
atau pihak yang menuntut pengganti kerugian harus menetapkan dan 
membuktikan bahwa debitur atau pihak yang dituntut mengganti kerugian 
melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan menimbulkan 
kerugian pada kreditur atau pihak yang menuntut ganti kerugian.16 Pasal 163 
Reglemen Indonesia menentukan bahwa barang siapa mengaku mempunyai 
hak atau memajukan suatu peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya 
atau untuk membantah haknya orang lain maka orang itu harus membuktikan 
benar adanya hak atau peristiwa itu.17 
Selanjutnya, jika dikaitkan dengan putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt. 
Penggugat mengajukan berbagai bukti untuk membuktikan kerugiannya. 
Bukti-bukti tersebut berupa permohonan fasilitas kredit modal usaha yang 
telah ditolak oleh lembaga keuangan diantaranya adalah PT. Permodalan 
Nasional Madani (Persero) PT. BANK BUKOPIN Cabang Pembantu 31-
Primkopti Wonogiri. 
Pertama, tentang unsur-unsur ganti kerugian. Kerugian terdiri dari dua 
unsur, kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan 
rugi, dan keuntungan yang tidak diperoleh (Lucrum (Cessans) meliputi 
                                                          
15Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas 
Hukum Pasca Sarjana, hal. 85. 
16Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian 
dan dari Undang-Undang), Bandung: Mandar Maju, hal. 17.  




bunga.18  Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, kerugian 
akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu 
PT Bank Mandiri memenuhi dua unsur yang sebutkan tadi karena Penggugat 
yaitu Tuan Sutrisno mengalami kerugian yaitu berupa tidak diperolehnya 
pinjaman dari pihak bank dan lembaga keuangan sehingga Tuan Sutrisno tidak 
dapat meningkatkan usahanya dan tidak dapat memperoleh keuntungan yang 
diharapkan. disamping kerugian tidak diperolehnya keuntungan yang 
diharapkan, Tuan Sutrisno juga telah mengeluarkan biaya pengacara 
mengklarifikasi permasalahan yang dialami Tuan Sutrisno, dan juga 
sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. 
Oleh karena itu unsur-unsur ganti kerugian yang diderita oleh Tuan Sutrisno 
telah terpenuhi.  
Kedua, sebab-sebab kerugian. Ganti kerugian harus memenuhi 
beberapa sebab yaitu: (1) Harus ada hubungan Sine Qua Non. Syarat pertama 
untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi 
pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua non 
kerugian tersebut. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai 
peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai 
peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”.19 Dalam 
pertimbangan hakim, hakim telah mempertimbangkan hubungan kausal antara 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu PT bank Mandiri 
salah menerbitkan surat tagihan kartu kredit kepada Tuan Sutrisno sehingga 
Tuan Sutrisno masuk dalam daftar Surat Informasi Debitur Bank Indonesia 
sebagai penunggak hutang yang berakibat pada di black listnya usaha Tuan 
Sutrisno sehingga Tuan Sutrisno tidak dapat memperoleh pinjaman dari 
lembaga keuangan lain dan Tuan Sutrisno tidak bisa mengembangkan 
usahanya dan tidak dapat memperoleh usaha yang diharapkan. 
                                                          
18Purwahid Patrik, Op.Cit, hal. 14. 
19Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal 
Sasi, Volume 16, No. 4, Oktober-Desember 2010, hal. 46. Diakses pada tanggal 9 Januari 2018 
Pukul 16.43 WIB. 
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(2) Harus ada hubungan adequate. Kerugian adalah akibat adequat 
pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan 
kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian. Inilah inti ajaran penyebab 
yang adequate. Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, 
jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. 
Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan 
merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan diduga akan 
terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampuradukkan antara 
causalitet dan pertanggunganjawaban.20 Perbuatan yang dilakukan oleh PT 
Bank Mandiri dengan menerbitkan surat tagihan kartu kredit kepada Tuan 
Sutrisno padahal Tuan Sutrisno tidak pernah menerima dan menggunakan 
kartu kredit dari PT bank Mandiri. Seharusnya PT Bank Mandiri bisa 
menduga akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian 
bagi Tuan Sutrisno. 
Ketiga, tentang cara penggantian kerugian. Jumlah penggantian 
kerugian dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: (1) Pihak-pihak dapat 
menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1249;  
(2) Undang-undang juga menentukan dengan tegas, yaitu yang tersimpul 
dalam Pasal 1250 disebut bunga yang moratoir; (3) Kalau pihak-pihak tidak 
menentukan jumlah pengganti kerugian dan Undang-undang tidak 
menentukan dengan tegas maka jumlah pengganti kerugian ditentukan 
sedemikian besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau 
debitur telah memenuhi kewajibannya.21 Hakim dalam pertimbangannya 
menentukan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada Tuan Sutrisno 
menggunakan cara yang ketiga yaitu hakim menentukan besaran ganti rugi 
dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat (Tuan Sutrisno) sebagai 
pengusaha mikro di bidang mebeler, dalam suatu usaha. Sehingga hakim 
memperkirakan ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) 
                                                          
20Ibid., hal. 48. 
21 Purwahid Patrik, Op.Cit., hal. 14-15. 
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adalah jumlah keuntungan yang sama seperti jika tidak terjadi perbuatan 




Pertama, pertimbangan hakim pada putusan No. 84/Pdt.G/2014/ 
PN.Skt. sudah sesuai dengan peraturan dan doktrin yang ada. Putusan hakim 
yang memutus PT Bank Mandiri melakukan Perbuatan Melawan Hukum 
sudah sesuai, karena dilihat dari putusan, PT Bank Mandiri terbukti 
melakukan perbuatan melawan hukum unsur-unsur perbuatan melawan 
hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri dengan 
mengirimkan surat tagihan kartu kredit kepada Tuan Sutrisno padahal Tuan 
Sutrisno tidak pernah menerima atau bahkan menggunakan kartu kredit yang 
dikirim oleh PT Bank Mandiri sehinggga menyebabkanTuan Sutrisno 
mengalami kerugian.  
Kedua, hakim dalam memutus besarnya ganti kerugian berdasarkan 
skala usaha dari Tuan Sutrisno dan mempertimbangkan keadaan status sosial 
dari Tuan Sutrisno sehingga hakim memperkirakan bahwa ganti rugi sebesar 
Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah ganti rugi yang pantas dan 
wajar yang dibebankan kepada Bank Mandiri untuk mengganti kerugian 
Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Tuan Sutrisno akibat penerbitan surat 
tagihan kartu kredit fiktif. 
4.2 Saran 
Kepada pihak bank dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit harus 
lebih berhati-hati lagi, harus dicek kembali apakah orang yang dikirimi surat 
tagihan benar-benar pengguna kartu kredit itu atau tidak. Sebaiknya ketika 
mengirimkan kartu kredit dikonfirmasi kembali apakah kartu kredit yang 






Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta 
atas doa dan dukungan moril maupun materiil. Saudara-saudarku tersayang atas 
dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, 
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